BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dan di uraikan
sebagaimana di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Akibat yang ditimbulkan dari penolakan tersebut adalah status perkawinan
suami istri tersebut tidak sah secara negara, sehingga suami dan istri tidak
mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri menurut negara, dan
juga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap anak luar
perkawinan. Dampak lain yang dihubungkan dengan hak waris anak serta
pembagian yang di dapatkan anak luar perkawinan. Namun setelah adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi
yang melakukan judicial review atas pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No
1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap telah bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi No
46/PUU-VI111/2010 pada saat awal di keluarkannya, menimbulkan pro dan
kontra. Pihak yang setuju (pro) menyatakan bahwa Putusan Mahkamah
Konstitusi ini sangat progresif dan memberikan perlindungan bagi
keberadaan anak luar nikah. Sedangkan bagi yang kontra, seperti MUI
yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah keliru dan sama

halnya melegalkan perzinahan.
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2. Upaya pembagian harta waris anak luar nikah dalam hasil penelitian
penulis dapat di jelaska apabila, anak itu tidak memiliki bukti hukum
yang kuat dari ayah biologisnya untuk mendapatkan hak warisnya maka
anak tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari ayah
biologisnya karena pada dasar yang telah ditentukan harta anak luar nikah
hanya bisa dia dapatkan melalui ibu kandungnya dan keluarga ibu
kandungnya saja karena dari ayah kandungnya itu nasabnya telah terputus.
Sebagian dari penelitian dapat di simpulkan bahwa untuk memberikan
solusi untuk hal yang seperti ini karena walaupun dan bagaimanapun anak
itu adalah anak kandung yang sah di mata Allah SWT. Anak tersebut dapat
menerima harta berupa wasiat wajibah atau hibah dari ayah biologisnya
selagi ayahnya mau memberikannya kepada anaknya dan selagi ayahnya
masih hidup, maka bisa diberikan harta tersebut berupa hibah. Jika ayah
tersebut telah meninggal dunia dan bukti tertulis juga tidak ada maka anak
tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari ayah biologisnya. Apabila anak
tersebut diberikan melalui wasiat wajibah oleh ayahnya maka anak
tersebut hanya berhak menerima 1/3 dari harta yang di tinggalkan untuk
anak luar kawin dan bagian wasiat tersebut tidak lebih besar bagian dari

harta warisan yang diperoleh oleh anak sah.
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B. Saran

1. Penulis berpedapat terhadap masalah perkawinan yang terjadi di indonesia,
dikarenakan masih  kurangnya pengawasan terhadap pencatatan
perkawinan. Berdasarkan hasil analisis penulis memberikan saran harus
lebih ketatnya pengawasan terhadap perkawinan yang terjadi di Indonesia,
dan juga pentingnya sosialisasi baik di kota-kota terutama di daerah
pelosok oleh pemerintah atau lembaga-lembaga sosial mengenai nikah siri
dan pentingnya untuk mencatatkan perkawinan mereka, dikarenakan jika
tidak dicatat perkawinan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan
tidak menjamin hak istri dan anak, juga pentingnya mensosialisasikan
mengenai itsbat nikah, apabila sudah terjadi perkawinan yang secara sah
agama tetapi belum dicatatakan, maka harus mengajukan permohonan
itsbat nikah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak istri dan anak,
tetapi permohonan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Penulis berpendapat bahwa upaya dengan adanya ketentuan wasiat
wajibah bisa di ketahui oleh setiap masyarakat dan di terapkan apabila
terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan anak luar nikah agar anak
tersebut mendapatkan hak dan kewajibannya dan merupakan salah satu

bentuk tanggung jawab dari ayah biologis anak tersebut.
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